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PERATURAN DAERAH PROVINS]I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

-

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- a. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah lembaga negara

yang bersifat independen yang ada di daerah sebagai wujud peran
serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili
kepentingan masyarakat di bidang penyiaran;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, Pemerintah Dagrah dapat membentuk lembaga lainnya dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah ;

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252),

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



Menetapkan :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPi Daerah
adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretariat KPI Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
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9. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Sekretariat KPl Daerah adalah Kepala
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Tengabh.

~

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat KPI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat dan Tata Kerja Sekretariat KPI
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

-, N

BAB llI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat KPI Daerah terdiri dari :
a. Kepala Sekretariat;
b. Sub-sub bagian :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Administrasi Perizinan;
3) Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,
4) Sub Bagian Hubungan Kerjasama.
c. Kelompok jabatan fungsional

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4
(1) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab

kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat KPlI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada KP| Daerah.

(2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

penyusunan program Sekretariat KPl Daerah;

fasilitasi penyiapan program KPI Daerah;

fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KP| Daerah ; dan

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan

rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KP| Daerah.

QaooTw

BABV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6
(1) Kepala Sekretariat KPI Daerah adalah jabatan Eselon lil.a.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KP] Daerah adalah jabatan Eselon
IV.a.

Pasal 7

(1) Kepala Sekretariat KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dengan pertimbangan dari KPI
Daerah.

(2) Pejabat struktural Eselon [V dan pegawai lainnya di lingkungan
Sekretariat KPI Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau
Pejabat lain yang diberi kewenangan oleh Gubernur, atas usul Kepala
Sekretariat KPI Daerah.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat KPID mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat KPID sesuai bidang keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
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BAB vii
TATA KERJA

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat KP|
Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya
dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain.

BAB Vlii
PEMBIAYAAN
Pasal 11
Biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Sekretariat KPI Daerah dibebankan pada APBD.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya, termasuk uraian tugas masing-masing Sub
Bagian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

Diundangkan.di Palangka Raya
pada tanggdl 20 Desember 2008

_ LEMBARAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat
Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam unsur Sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang
diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam
lembaga teknis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah
dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat
informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk
mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan komoditas penting dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa
implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran Indonesia, khususnya
penyiaran di daerah. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat
umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam
demokrasi di negara kita.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai tugas-tugas umum
pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari
kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

. PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas



Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas -

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 21
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 18 DESEMBER 2008
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA
SEKRETARIAT
\
| _l : i ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM ADMINISTRASI HUKUM DAN ' HUBUNGAN
PERIZINAN PENGAWASAN 1 KERJASAMA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




